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Judul Skripsi : KEWENANGAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BANK INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG

NO. 10 TAHUN 1998

Penulis Pembimbing :

DERY WISNU SAPUTRA M. SOLEH IDRUS, SH, MS

ABSTRAK

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan pembinaan dan pengawasan bank menurut
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ?

2. Bagaimana sistem pendekatan Bank Indonesia dalam melaksanakan

pengawasan perbankan ?

Sejalan dengan permasalahan, maka jenis penelitian ini adalah penelitian
hukum normatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan
melalui penellitian kepustakaan dalam upaya mendapatkan data sekunder dengan
cara mengkaji bahan hukum primer dalam bentuk peraturan Perundang-undangan
dan bahan hukum sekunder berupa buku, karya iimiah dan laini-lain yang ada
relevansinya dengan permasalahan yang dibahas.
Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara data vang terkumpul di
analisis secara kualitatif yaitu menganalisis data yang bersifat primer dan
sekunder untuk mendapatkan jawaban dalam bentuk kesimpulan dan saran.
Berdasarkan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan, maka dapat
diambil kesimpulan bahwa
1. Kewenangan pembinaan dan pengawasan Bank menurut Undang-Undang
Nomor 10 tahun 1998 adalah kewenangan dibidang perizinan, kewenangan
mengatur, kewenangan mengawasi bank, serta kewenangan menjatuhkan
sanksi.

2. Sistem Pendekatan Bank Indonesia dalam melaksanakan pengawasan
perbankan dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pengawasan
berdasarkan kepatuhan dan pengawasan berdasarkan resiko
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RAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Misi Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai
rupaih melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas
untuk pembangunan nasional jangka panjang yang

sistem  keuangan

berkesinambungan.

Nilai-nilai yang menjadi dasar Bank Indonesia, manajemen dan pegawai
untuk bertindak dan/atau berperilaku terdiri atas kompetensi, integritas,

transparansi, akuntabilitas dan kebersamaan, yang disingkat dengan KITA

Kompak.
Untuk mewujudkan visi, misi dan nilai-nilai strategis tersebut, Bank

Indonesia menetapkan sasaran strategis imenengah panjang, sebagai berikut.

1.  Memelihara kestabilan moneter

2. Memelihara kordisi keuangan Bank Indonesia yang sehat dan akuniabel

3. Meningkatkan efektivitas manajemen moneter

4. Meningkatkan sistein perbankan yang sehat dan efektif serta sistem
keuangan yang stabil

5. Memelihara keamanan, kehandalan, dan efisiensi sistem pembayaran

6.  Meningkatkan efektivitas pelaksanaan good governance



7. Memperkuat institusi Bank Indonesia melalui penciptaan sinergi antara
sumber daya manusia, informasi pengetahuan, dan rancangan organisasi
dengan strategi Bank Indonesia

8. Mengarahkan dan memantau efektivitas perubahan strategi Bank Indonesia
Kata “Bank Indonesia” dijumpai pada bagian Penjelasan atas Pasal 23

Undang-Undang Dasar 1945, yang antara lain bunyinya sebagai berikut.

Juga tentang hal macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-
undang. Ini penting karcna kedudukan uang itu besar pengaruhnya atas
masyarakat. Uang terutama adalah alat penukar dan pengukur harga. Sebagai alat
penukar untuk memudahkan pertukaran jual-beli dalam masyarakat. Berhubung
dengan itu perli: ada macam dan rupa vang yang diperlukan oleh rakvat sebagai
pengukur harga untuk dasar menetapkain harga masing-masing barang yang
dipertukarkan. Barang vang menjadi pengukur harga itu, mestilah tetap harganya,
jangan paik turun karena keadaan uang yang tidak icratur. Oleh karena itu,
keadaan uvang itu, kedudukan Bank Indonesia yang akan mengeluarkan dan
mengatur peredaran uang kertas, diteiapkan dengan undang-undang.

Berdasarkan Penjelasan atas Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut,
diketahui bahwa adanya suatu “bank sentra” yang dijalankan oich suatu lembaga
vang diberi nama dengan “Bank Indonesia” yang tugas dan fungsinya
mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kartal dan inenjaga agar nilai uang
tersebut tetap stabil. Bank Indonesia scbagai bank sentral mempunyai
kewenangan khusus, yakni sebagai satu-satunya lembaga yang diberi hak

monopoli oleh negara, untuk harga mata uang”. Untuk menjamin hal tersebut,



maka kedudukan, fungsi dan kewenangan hukum “Bank Indenesia” sebagai bank
sentral harus ditetapkan dengan undang-undang tersendiri. Dari bunyi menyatakan
bahwa Bank Indonesia merupakan bagian dari alat kelengkapan negara. Pank
Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang eksistensinya dalam Penjelasan
Undang-Undang Dasar 1945.

Mengenai pengaturan Bank Indonesia di dalam Penjelasau atas Pasal 23 dan
bukan di dalamn Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, paling sedikit
terdapat 3 (tiga) alasan, yaitu pertama, pembuat Undang-Undang Dasar 1945 pada
waktu itu lebih memfokuskan pada pengaturan tentang keuangan negara; kedua,
tujuan dan tugas Bank Indonesia pada waktu itu belum berkerabang sebagaimana
saat ini, yang diutamazkan pada saat itu adalah fungsi Bank Indonesia sebagai bank
sirkulasi; dan ketiga, nilai uang dikaitkan dengan emas, sehingga nilainya
terhadap emas adalah tetap. Melihat ketiga alasan tersebut, cukup beralasan untuk
mencantumkan pengaturan Bank indonesia pada bagian penjelasan, namun
demikian, adanya pencantuman Bark Indonesia dalam konstitusi negara Republik
Indonesia sebagai sumber hukum tertinggi, menunjukkan pentingnya kedudukan
dan fungsi Bank Indonesia dalam ketatanegaraan Indonesia. '

Dalam proses menyusun dan menetapkan kedudukan lembaga-lemebaga
negara Republik Indonesia, Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 tidak
secara ekspiisit menyebut bank sentral sebagai alat kelengkapan negara. Hal ini
mengingat dalam proses penyusunan  Undang-Undang Dasar 1945, para

penyusunannya sangat terpengaruh kedudukan Bank Indonesia dianggap tidak

' Djoni Gazali, Hukum Perbankan, Sinar Grafika Banjarmasin, 2010, him 97



perlu secara eksplisit penden dalam suatu aturan pokok seperti Undang-Undang
Dasar, KUP apabila hal ini dimaksudkan pada bagian Penjelasan Undang-Undang
Dasar 1945 yang pada dasarnya merupakan bagian yang terpisahkan dari Batang
Tubuhnya.

Penegasan independensi Bank Indonesia ini sebagai wujud reformasi sistem
perbankan nasional, pertama kali dituangkan oleh pemerintah dalam Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undarg-Undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998, pemerintah bersama-sama dengan DPR melakukan perubahan mendasar
dan penyempurnaan yang bersifat substansial terhadap Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 dalam rargka mengakomodasi pendapat masyarakat yang
berkembang mengenai perbankan dan program penyehatan perbankan yang telah.
sedang dan yang akan dilakukan. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998,
menegaskan kemandirian Bank Indonesia dalam pembinaan dan pengawasan
perbankan (power to supervise), termasuk pengaturan perbankan (power (o
regulate) dan pengenaan sanksi (power to impose sanctions), dengan mengalihkan
kewcnangan scluruh perizinan di bidang perbankan (power to license) dan
pembukaan rahasia bank dari yang semula berada di tangan Departemen
Keuangan (Menteii Keuangan) kepada Bank Indonesia (Pimpinan Bank
Indonesia).

Alasan penyerahan wewenang ini dimaksudkan agar pelaksanaan tugas
Bank Indonesia di bidang pengaturan dan pengawasan bank dalam rangka

pelaksanaan kebijaksanaan moneter lebih efektif. Hal ini juga sejalan dengan




rencana pemerintah untuk memberikan independensi kepada Bank Indonesia
sebagai bank sentral. Penyatuan wewenang bidang pengaturan dan pengawasan di
bawah Bank Indonesia ini disambut baik oleh berbagai pihak karena selama ini
dirasakan ada dualisme dalam penanganan masalah-masalah perbankan. Sering

keputusan penting yang harus segera diambil menjadi terhambat oleh birokrasi

Departemen Keuangan.

B. Perumusan Masalah
Dari uraian diatas, maka penulis hanya membatasi permasalahan sebagai

berikut :

l. Bagaimana kewenangan pembinaan dan pengawasan bank menurut
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1998

2. Bagaimana sistem pendekatan Bank Indonesia dalam melaksanakan
pengawasan perbankarn 7

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian ini adalah dititikberatkan pada kajian mengenai
otoritas dan kewenangan pengawasan bank berdasarkan Undang-Undang Nomor
10 tahun 1998 serta pendckatan Bank Indonesia dalam melaksanakan
pengawasannya termasuk mater: lainnya yang terkait dengan permasalahan

Sedangkan tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah :

l. Untnk  menjelaskan kewenangan pembinaan dan pengawasan bank

Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

)

Untuk  mengetahui  sistem  pendekatan Bank Indonesia  dalam

melaksanakan pengawasan perbankan.



D.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang didasarkan pada
peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan pendapat para ahli
hukum.

Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berasal dari studi

pustaka, sedangkan jenis data yang diperoleh adalah data sekunder yang

meliputi :

a. Bahan Hukum Primer berupa keientuan peraturan perundang-
undangan vang berlaku

b. Bahan hukum sekunder adalak bahan hukum yang memberikan
penielasan mengenai bahan hukum primer

Bahan hukum tersier berupa pendapat pakar hukum yang ditnangkan

o

dalam literatur-literatur atau tulisan-tulisan i1lmiah

Prosedur Pengumpﬁlan Data

Pengumpuian  bahan-bahan bukum melalui studi kepustakaan,
dilakukan melalui inventarisasi bahan-bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder. Langkah-langkah yang ditempuh untuk pengumpulan
bahan hukum dimaksud, dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan
hukum, dalam hal ni Kketentuan-ketentuan hukum dalam peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.



4. Pengolahan Data

Bahan hukum yang diperoleh baik bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder maupun bahan hukum tersier diolah dengan cara melakukan
identifikasi dan inventarisasi lembaga peraturan dan literatur.

3 Analisis Data

Terhadap data atau bahan hukum yang terkumpul dan tersusun
berdasarkan klasifikasinya dilakukan content analysis secara yuridis
kualitatif, sehingga dapai diambil kesimpulan dan saran.

E. Sistimatika Penulisan
Rencana Penulisan skrips: ini disusun dalam 4 bab dengan sistimatika
sebagi berikut :
Bab 1, merupakan pendahuluan berisi latar belakang, permasalahan, ruang
lingkup dan tujuan, metode penelitian serta sistimatika penulisan.
Bab 1I, berisi tinjauan pustaka yang menguraikan tentang Dasar Hukum
Pengawasan Bank, Tujuan dan Tugas Pokok Bank indonesia sebagai
Bank Sentral serta Kewajiban-kewajiban dalam Rangka Pengawasan
Bank
Bab [II, merupakan  pembahasan tentang kewenangan pembinaan  dan
penigawasan Bank Menurut Undang-Undang Nemor 10 Tahun 1998
Tentang Perbankan serta sistem Pendekatan Pengawasan Bank Indonesia
dalam Melaksanakan Pengawasan Perbankan.

Bab IV, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.




BAB I1

TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Hukum Pengawasan Bank

Pengaturan hukum pembinaan dan pengawasan bank oleh bank Indonesia
hersumberkan kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang kemudian
dipertegas dalam UUBI. Kendati pun terdapat dua undang-undang yang mengatur
kewenangan dan tanggung jawab Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi
bank, namun pengaturan yang terdapat dalam UUBI tetap mengacu kepada
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Pengeriian yuridis istilah “pembinaan” dan “pengawasan™ disebutkan
dalam Penjelasan atas Pasal 29 Undang-Tndang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam
penjelasan itu, dibedakan antara pengeritan “pembinaan™ dengan “pengawasan”,
vaitu :

I. Pembinaan adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan
peraturan yang menyangkut aspek-aspek:
a. Kelembagaan bark;
b. Kepemilikan bank;
¢. Kepengurusan bank;
d. Usaha bank;

e. Pelaporan bank; dan

f. Aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank.



2. Pengawasan meliputi :
a. Pengawasan tidak langsung yang terutama dalam bentuk pengawasan diri
melalui penelitiar, analisis, dan evaluasi lapcian bank, dan
b. Pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan
tindakan-tindakan perbaikan.’

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 membedakan secara jelas yang
dimaksud dengan fungsi “pembinaan” dan fungsi “pengawasan” bank, yaitu
fungsi “pembinaan” menitikberatkan pada pengaturan atau regulation, dan fungsi
“pengawasan” menitikberatkan pada penyeiiaan atau pemeriksaan (supervision).

Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi
perbankan Indonesia sebagai iembaga kepercayaar masyarakat dalam kaitannya
sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana, pelaksana kebijakan moneter,
dan lembaga yang ikut berperan dalarn membantu pertumbuban ekonomi serta
pemerataan, agar tercipta sistem perbankan yang sehat, baik sistein perbankan
secara menyeluruh maupun individuzal, dan mampu memelihara kepentingan
masyarakat dengan baik, berke:nbang secara wajar dan bermanfaat bagi
perekonomian nasional.

Untuk mencapai tujuan itu pendekatan yang diiakukan dengan menerapkan
xebijakan memberikan keleluasaan berusaha (deregulasi), kebijakan prinsip
kehati-hatian bank (prudential hankirg), dan pengawasan bank yang mendorong

bank untuk melaksanakan secara konsisten ketentuan intern yang dibuat sendiri

? Ibid, him. 612
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(self regulatory banking) dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan
tetap mengacu kepada prinsip kehati-hatian.’

Fungsi pengaturan dan pengawasan bank ini dilakukan oleh Bank
Indonesia sebagai bank sentral. Hal ini dilakukan mengingai bank terutama
bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar
kepercayaan. karenanya keadaan suatu bank peilu dipantau oleh Bank Indonesia,
baik secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Adapui tujuan pengaturan dan pengawasan bank tersebut agar kesehatan
bank tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap bank tetap terpelihara,
sebab kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga perbankan hanya dapat
ditumbuhkan apabila lembaga perbankan dalam kegiatan usahanya selaiu berada
dalam keadaan sehat.

Sejalan dengan iiv, Bank Indonesia diberi kewenangan, tanggung jawab,
dan kewajiban secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
bank dengan menempuh upaya-upaya, baik yang bersifat preventif dalam bentuk
ketentuan-ketentuan, petunjuk-pcmnjuk; nasihat-nasihat, bimbingan dan
pengarahan; maupun beisifat represif dalan. bentuk pemeriksaan yang disusul
dengan tindakan-tindakan perbaikan.

Di lain pihak, bank wajib memiliki dan inenerapkan sistem pengawasan
intern daiam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan

dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

T Ibid.
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Dengan demikian, pada intinya tujuan pembinaan (pengaturan) dan
pengawasan bank oleh Bank Indonesia ini untuk menciptakan sistem perbankan
Indonesia yang sehat dan efisien serta taat pada aturan, sehingga kesehatan tetap
terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap bank juga terpelihara dan terjamin.
Kalau tidak demikian, sistem perbankan dan perekonomian nasional itu sendiri

dapat terancam.

B. Tujuan dan Tugas Pokck Bank Indonesia sebagai Bank Sentral

Sebagaimana diketahui, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23
Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2004, status dan kedudukan Bank Indonesia ialah sebagai pembantu pemerintah.
Bank Indonesia dalam menjalankan kebijakan moneter harus sesuai dengan
kebijakan pemerintah yang ditetapkan Dewan Moneter yang dipimpin oieh
Menteri Keuangan.

Hal ini berkaitan dengan tidak tegasnya rumusan tujuan dan tugas pokok
Bank Indonesia sebagai bank seniral. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1968 tidak dirumuskan secara tegas (multi objectives) tujuan pokok Bank
Indonesia, yaitu (1) meningkatkan taraf hidup rakyat; (2) mengatur, menjaga dan
memelihara kestabilan nilai rupiah; (3) mendorong kelancaran produksi dan
pembangunan, (4) memperluas kesempatan kerja. Akibatnya tugas Bank
Indonesia tidak berfokus dan seringkali menimbulkan konflik antara tugas
menjaga kestabilan nilai rupiak dengan tugas mendorong pertumbuhan ekonomi.

Implikasi dari tdak fokusnya tugas tersebut telah mengakibatkan

pencapaian tujuan akhir dari kebijakan Bank Indonesia kurang efektif. Hal
ini terjadi mengingat, (1) peran Bank Indonesia sebagai otoritas moneter



menjadi kabur karena kekurangjelasan wewenang dan tanggung jawab

sebagai akibat tidak fokusnya tujuan dan tugas yang harus dilaksanakan,

(2) fungsi sebagai otoritas moneter kurang fokus karena memungkinkan

timbulnya conflict di antara tugas-tugas yang harus dilaksanakan dan (3)

tugas pokok membantu pemerintah mengakibatkan tidak independennya

Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan untuk

mencapai tujuan yang harus ditetapkan.*

Dari pengalaman tersebut, langkah awal agar Bank Indonesia dapat
melaksanakan tugasnya dengan baik dan efektif, diperlukan ketegasan dalam
tujuan dan pembagian tugas harus jelas dan tidak dicampuri oleh kepentingan-
kepentingan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Langkah awal tersebut
harus berupa pemberian independensi kepada Bank Indonesia, sehingga Bank

Indonesia dapat menctapkan dan melaksanakan kebijakan untuk mencapai tujuan

yang harus dicapai sebagai lembaga bank sentral

1. Tujuan Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 3 Tahnn 2004 tentang Bank indonesia, secara
tegas memberikan landasan bagi independersi Bank Indonesia sebagai bank
sentral dalam mencapai tujuan yang telah ditctapkan, yaitu “mencapai dan
memelihara kestabilan nilai rupiah” dengan menggunakan berbagai instrument
kebijakan yang diteiapkan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahur 2004.

* Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Raja Grafindo Persada. Jakarta : 2007, him. 13-
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Di samping itu, adanya jaminan bahwa pihak lain dilarang melakukan
campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan Bank Indonesia
wajib menolak dan mengabaikan campur tangan dari mana pun dalam rangka
pelaksanaan tugasnya. Berbeda dengan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 23
Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2004 telah merumuskan secara tegas (single objectives) tujnan pokck Bank
Indonesia, yang memperjelas sasaran yang akan dicapai dan adanya batasan yang
jelas mengenai tanggung jawab Bank Indonesia.

Kestabilan nilai rupiah yang diinginkan oleh Bank Indonesia itu, yaitu (1)
kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa, dan (2) kestabilan nilai rupiah
terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiab terhadap baranz dan jasa
divkur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inilasi. Sedangkan
kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain diukur dengan atau
tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiak (kurs) terhadap mata uang negara
lain. Kestabilan nilai rupiah tersebui sangat penting untuk mendukung
pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan merningkatkan kesejshieraan
rakyat.

Sebagaimana di negara-negara lain, penetapan inflasi sebagai sasaran akhir
kebijakan moneter dilakukan oleh Bank Indonesia dengan beberapa
pertimbangan. Pertama, bukti-bukti empiris menunjukkan bahwa dalam jangka
panjang kebijaka moneter hanya dapat mempengarahui tingkat inflasi dan tidak

dapat mempengaruhi variable rill, seperti pertumbuhan ekonomi atau tingkat
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pengangguran. Kebijakan moneter, sehingga tercapai atau tidaknya tujuan Bank
Indonesia akan lebih transparan dan mudah diukur.’

Penetapan tujuan tunggal di atas menjadikan sasaran dan batas tanggung
jawab Bank Indonesia akan semakin jelas dan terfokus. Selanjutnya, sebagai
implikasi terfokusnya tujuan tersebut, Bank Indonesia perlu mengarahkan
kebijakannya untuk menyeimbangkan kondisi ekonomi internal, khususnya
keseimbangan antara permintaan dan penawaran agregat, dengan kondisi ekonomi

eksternal yang tercermin pada kinerja neraca pembayaran.

Perwujudan keseimbangan internal adalah terjaganya nilai rupiah pada
tingkat perkembangan yang cukup kuat dan stabil. Dengan terjaganya
keseimbangan internal dan eksternal tersebut, maka sasaraii tunggal kebijakan
moneter yaitu kestabilan nilai rupiah akan tercapai.

Untuk mencapai tujuan kebijakan moneter tersebut, selanjutnya Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 1999 cebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2004 menentukan, bahwa Bank Indonesia dalam
melaksanakan kebijakan monetertersebut dilakukan secara berkelanjutan,
konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan uraum pemerintah
di bidang perekonomian. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan moneter yang pasti
dan jelas bagi dunia usaha dan masyarakat luas. Selain itu, diimaksudkan pula agar
kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia seudah mempertimbangkan

dampaknya terhadap perekonomian nasional secara kescluruhan, termasuk bidang

keuangan negara dan perkembangan di sektor riil.

* Djoni S Gazali, Op. Cit, him. 106
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2. Tugas Bank Indonesia

Terdapat tiga pilar untuk mencapai tujuan tunggal Bank [ndonesia itu
sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
1699 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004,
bahwa untuk mencapai tujuan mencapai dan memelibara kestabilan nilai rupiah,
Bank Indonesia mempunyai tugas dan wewenang, yaitu :

a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan

¢. Mengatur dan mengawasi bank.

Guna mendukung tercapainya tujuan Bank Indonesia secara efektif dan
efisien, maka ketiga tugas tersebut harus saling mendukung karena ketiga tupas
tersebut mempunyait keterkaitan satu sama lainnya dalam mencapai kestabilan
nilai rupiah.

Tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dilakukan Bank
Indonesia dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah vang beredar dan
suku bunga. Efektivitas pelaksanaan tugas ini memerlukan dukungan sistem
pembayaran yang efisien, cepat, aman dan andal, yang merupakan scsaran dari
pelaksanaan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sistem
pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal tersebut memerlukan sistem
perbankan yang schat, yang merupakan sasaran tugas mengatur dan mengawasi
bank. Selanjutnya, sistem perbankan yang sehat akan mendukung pengendalian

moneter mengingat pelaksana kebijakan moneter terutama dilakukan melalui

sistem perbankan.
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a. Tugas Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2004, Bank Indonesia diberi

kewenangan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moncter melalui
penetapan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi
yang ditetapkan pemerimah serta melakukan pengendalian moneter dengan
menggunakan berbagai instrumen kebijakan moneter.

Pada dasarnya kebijakan moneter yang ditempuh oieh otoritas moneter
merupakan salah satu bagian integral dari kebijakan ekonomi makre. Selain itu,
kebijakan moneter juga mempunyai peranan yang sangat strategis, mengingat
kebijakan meneter dapat mempengaruhi pencap.aian sasaran akhir dari kebijakan

ekonomi makro, seperti stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan perluasan

kesempatan kerja.

Untik mencapai tujuan akhir mencapai dan memelihara kesiabilan nilai
rupiah, bank sentral dapat menggunakan berbagai insirumen pengendalian
moreter langsung atau tidak langsung. Instrumen moneter yang saat ini digunakan
oleh Bank Indonesia adalah instrumen tidak langsung melalui cara-cara yang
termasuk tetapi tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah
maupun valuta asing, fasilitas diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan
himbauan, yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara bersama-sama
maupun tersendiri. Sementara instrumen langsung yang pernzh digunakan, seperti

penetapan pagu kredit atau pembiayaan dan peneiapan suku bunga tidak
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dilakukan lagi mengingat instrumen tersebut kurang efektif dan tidak berorientasi
pasar.

Pelaksanaan kebijakan moneter ini tidak dapat dilepaskan dari sistem nilai
tukar dan sistem devisa. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2004, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan
sistem nilai tukar yang telah ditetapkan.

Bank Indonesia antara lain dapat melakukan, yaitu pertama, devaluasi atau
revaluasi terhadap mata uang asing pada saat sistem nilai tukar yang dianut adalah
sistem nilai tukar tetap; kedua, intervensi pasar pada saat sistem nilai tukar
mengambang; dan ketiga, penetopan nilai tukar harian serta lebar pita intervensi
pada saat sistem nilai tukar yang dianut adalah mengambang terkendali. Ketiga
sistem niiai tukar ini pernah diterapkan di Indonesia, dan sejak tanggal 14 Agustus
1997 pemerintah menetapkan sistem nilai tukar yang dianut adalah sistem niiai
tukar mengambang.”

Dalam penetapan nilai tukar tersebut, Bank Indonesia diberi wewenang
mengajukan kepada pemerintah sistem nilai tukar yang akan ditetapkan.
Berhubungan dengan itu, peran Bank !ndonesia dituntut untuk lebih aktif dalam
mengikuti pergerakan nilai tukar mata uang rupiah agar dapai secara tepat
mengajukan sistem nilai tukar yang cocok dengan perkembangan keadaan dan
tuntutan pasar. Apabila konsep nilai tukar yang diajukan oleh Bank Indonesia

ditolak pemerintah, maka risiko yang timbul akibat penolakan tersebut merupakan

® Ibid
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tanggung jawab pemerintah. Sebaliknya, apabila konsep sistem nilai tukar yang
diajukan diterima dan ditetapkan oleh pemerintah untuk diberlakukan, maka ristko
kegagalan pelaksanaan sistem nilai tukar tersebut menjadi tanggung jawab Bank
Indonesia.

Selain itu, pelaksanaan kebijakan moneter juga berkaitan dengan sistem
devisa yang dianut. Bank Indonesia diberi wewcnang untuk mengelola cadangan
devisa. Dalam pengelolaan cadangan devisa tersebut, Bank Indonesia
melaksanakan berbagai jenis transaksi devisa dan dapat menerima pinjaman luar
negeri. Pengelolaan dan pemeliharaan cadangan devisa ini didasarkan pada
prinsip keamanan dan kesiagaan memenuhi kewajiban segera tanpa mengabaikan
prinsip untuk memperoleh pendapatan yang optimal. Tujuan pengeiolaan dan
pemeliharaan cadangan devisa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
upaya menjaga nilai tukar.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang di bidang moneter, Bank
Indonesia diberikan wewenang menyelenggarakan survel, yaitu pengumpulan
informasi yang bersifat makro atau mikro yang dilakukan secara’ berkala atau
sewaktu-waktu diperlukan, seperti survei mengenai kegiatan usaha, survei
konsumen, survei perkembangan harga assei dan survei-survei lainnya, termasuk
survei dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan statistic neraca pembayaran.
Bank Indonesia wajib merahasiakan sumber dan data individual yang diperlukan
Bank Indonesia dalam rangka penyelenggaraan survei dimaksud.

Uiituk  mencapai  sasaran-sasaran moneter, Bank Indonesia juga

mempunyai fungsi lender of the last resort. Dalam melaksanakan fungsi tersebut,
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Bank Indonesia hanya membantu untuk mengatasi mismatch yang disebabkan
oleh risiko kredit atau risiko pembiayaan berdasarkan Prinsip Svariah, risiko
manajemen dan risiko pasar.

Berkaitan dengan fungsi Bank Indonesia sebagai lender of the last resort,
dewasa ini Bank Indonesia tidak lagi memberikan kredit kepada pemerintah dan
kredit likuiditas dalam rangka kredit piogram, se.ta hanya dapat melakukan
penyertaan modal pada perusahaan yang sangat diperlukan dalam menunjang
pelaksaraan tugas Bank Indonesia.

Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya ekspansi moneter atau
penambahan uang beredar yang berlebihan, yang pada gilirannya dapat
mengzkibatkan terjadinya inflasi, schingga mengurang: efektivitas pengendalian
moneter untuk memelihara kestabilan rupiah. Selanjutnya pengelolaan kredit
likuiditas yang sedang berjalan dialihkan kepada Bank Rakyat Indonesia, Bank
Tabungan Negara dan PT Permodalan Nasional Madani.

b. Tugas Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran

sistem pembayaran yang efisien, tepat, lancer dan ainan merupakan salah
satu prasyarat dalam keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan moneter.
Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia diberi wewenang untuk mengatur dan
menjaga kelancaran sistem pembayaran melalui kewenangannya dalam
menetapkan penggunaan alat pembayaran dan mengatur penyelenggaraan jasa
sistem pembayaran.

Penetapan penggunaan alat pembayaran dimaksudkan agar alat

pembayaran yang digunakan dalam masyarakat memenuhi persyaratan keamanan
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bagi pengguna. Dalam wewenang ini, termasuk membatasi penggunaan alat
pembayaran tertentu dalam rangka prinsip kehati-hatian.

Secara umuin terdapat dua jenis alat pembayaran, yaitu aiat pembayaran
tunai dan alat pembayaran nontunai. Bank Indonesia diberikan wewenang untuk
menetapkan penggunaan alat pembayaraan tunai maupun alat pembayaran
nontunai. Kewenangan penggunaan alat penibayaran tunai tersebut meliputi
mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah, serta mencabut, menarik, dan
memusnahkan uang dimaksud dari peredaran; serta menetapkan macam, harga,
ciri uang yang akan dikeluarkan. bahan vang digunakan dan tanggal mulai
berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah.

Sebagai konsekuensi dari kewenangan-kewenangan tersebut, Bank
Indonesia dikaruskan menjamin ketersediaan uanyg di masyarakat dalam jumlah
yang cukup dan kualitas yang memadai. Selain itu, Bank Indonesia juga
memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan penukaran uang
dalam pecahan yang sama dan pecahan lainnya, melakukan penukaran vang yang
cacﬁr atau dianggap tidak layak untuk diedarkan, dan menukarkan uang yang
rusak scbagian karena terbakar atau sebab lain dengan nilai yang sama atau lebih
kecii dari nilai nominalnya yang bergantung pada tingkat kerusakannya serta
melakukan pemusnahan uang yang dianggap tidak layak untuk diedarkan kembali.

Sementara itu, kewenangan dalam menetapkar penggunaan alat
pembayaran nontunai, baik paper based maupun nonpaper based, meliputi
pengaturan dan penggunaan alat pembayaran nontunai. Tujuan dari pengaturan

dan penggunaan alat pembayaran nontunai dimaksudkan adalah untuk
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memperoleh keyakinan bahwa seluruh alat pembayaran yang dipergunakan
termasuk pengoperasiannya teleh memperhitungkan risiko-risikonya dan dikelola
serta dimonitor secara baik.

Dalam rangka menjamin kelancaran sistem pembayaran, juga diperlukan
pengaturan dan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Terkait dengan itu,
Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan dan 1zin
atas penyelenggara jasa sistem pembayaran, serta kewenangan mewajibkan
penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang
kegiatannnya kepada Bank Indonesia.

Selain itu, Bank Indonesia berwenang mengatur sistem kliring antarbank
dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing, dan menyelenggarakan kliring
antarbank, serta menyclenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran
antarbank dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing.

c. Tugas Mengatur dan Mengawasi Bank

tugas pengaturan dan pengawasan bank merupakan salah satu tugas yang
penting khususnya dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat pada
akhirnya akan dapat mendorong eiektivitas kebijakan moneter. Hal ity mengingat
bahwa lembaga perbankan seiain imenjalankan fungsi intermediasi, juga berfungsi
sebagai media transmisi kebijakan moneter serta pelayanan jasa sistemn
pembayaran.

Selain itu, antara fungsi pengawasan bank dan pengendaiian moneter
memiliki sifat yang interdepend. sehingga kedua fungsi tersebut harus sejalan.

Dengan demikian akan memudahkan dalam memantau dan menindaklanjuti
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to

dampak kebijakan moneter terhadap perbankan. data dan informasi hasil

pengawasan bank sangat diperlnkan dalam  mengambil  keputusan - dan

melaksanakan kebijakan moncter, dan demikian pula sebaliknya.

Sementara itu, terdapat pula beberapa negara yang pengawasan banknya
diiakukan oleh bank sentral bersama denga lembaga lainnya. Beberapa negara
yang menggunakan kebijakan tersebut antara lain Amerika Serikat, iinlandia, dan
Jerman. Di Amerika Serikat yaitu Federal Reserve Board bekerjasama dengan
Office of the Controller of the Currency, State Government, dan Federal Deposit
Insurance Corporation, dengan pembagian tugas pecngawasan yang berbeda.’

Di Finlandia nengawasan bank sclain dilakukan oleh bank sentral
Finlandia vaitu Bank of Finland bekerja sama dengan The Bank Inspectorate. Hal
yang sama dilakukan oleh bank sentral Jerman yaitu Bundes Bank, melakukan
pengawasan bank bersama bundesaufsichtsamt fur das Kreditwesen.®

Dalam hal ini, negara-negara lain. seperti Australia, Belgia, [nggris,
Jepang, Korea Selatan, Swiss, dan Prancis, fungsi pengawasan bank dipisahkan
dari bank sentral. Alasan pemisahan tersebut antara lain adanya kckhawatiran’
akan terjadinya peitentangan kepentingan (conflict of interest) antara tugas
menjaga kestabilan moneter dar tugas pengawasan bank.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, tugas Bank Indonesia
untuk mengawasi bank bersifat sementara. Namun demikian mengingat amanat
pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yaitu sclambat-

lambatnya tanggal 3! Desember 2002 telah terlampaui, maka dengan Undang-

7 Sugiono, Kelembagaan Bank Indonesia, Jakarta : 2003, hlm. 20
B §
Ibid.



23

Undang Nomor 3 Tahun 2004 ditegaskan kembali bahwa pengawasan terhadap
bank akan dilaksanakan oleh lembaga pengawasan scktor jusa Keuangan yang
independen yang akan dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember
2010. Pengunduran batas waktu penibentukan lembaga pengawasan sektor jasa
keuangan terscbut, ditetapkan dengan memperhatikan kesiapan sumber daya
manusia dan infra struktur iembaga tersebut dalam menerima peagalihan
pengawasan bank dari Bank Indonesia.

Sehubungan dengan tugas pengawasan bank ini, berdasarkan undang-
undang, Bank Indonesia diberi wewenang vntuk mengatur dan mengawasi bank
yang meliputi :

1) Menetapkan peraturan di bidang perbankan;

2) Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu
dari bank:

3) Melakukan pengawasan bank baik secara langsung maupun tidak langsung;

4) Mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.g

Secara umum, dalam melaksanakan tugas-tugas dimaksud, Bauk Indonesia
menetapkan regulasi perbankan berdasarkan prinsip kehati-hatian  yang
disesnaikan dengan standar yang berlaku secara internasional. Regulasi perbankan
tersebut bertujuan untuk menmiberikan rambu-rambu  bagi penyelenggaraan
kegiatan usaha perbankan, guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat.

Mengingat pentingnya tujuan mewujudkan sistem perbankan yang sehat, maka

’ Djoni S. Gazali, Op. Cit, him 113
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regulasi di bidang perbankan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia harus

didukung dengan sanksi-sanksi yvang adil.

C. Kewajiban-kewajiban Bank dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan
Bank

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan bank oleh Rank Indonesia,
telah dirumuskan sejumlah kewajiban bank dalam Undang-Undang Nomoy 7
Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998. Secara umum dalam menjalankan tugas dan kegiatannya, bank wajib
berpedoman pada prinsip-prinsip perbpankan yang sehat dan mematuhi ketentuan
yang berlaku serta harus menghindari praktik atau kegiatan yang dapat
membahayakan kelangsungan hidup bank ata: merugikan kepentingan
masyarakat.

Disebutkan dalam ketentuan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998, mewajibkan bank menyediakan informasi mengenai kemungkinan
timbuinya risiko 'kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan
melalui bank untuk kepentingan nasabah.

Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya :isiko kerugian
nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informas: perihal kegiatan
usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka, yang sekaligus menjamin adanya
transparansi dalam dunia perbankan. Bahkan informasi itu perlu diberikan apabila
bank bertindak sebagai perantara penempatan dana dari nasabah, atau

'pembelian/penjualan surat berharga untuk kepentingan dan atas perintah



!

nasabahnya. Informasi dimaksud dapat memuat keudf:
kecukupan modal dan kualitas asset.

Berikutnya berdasarkan ketentuan daiam Pasal 301
7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 dan Pasal 8 UUBI, maka Bank Indonesia berwenang mewajibkan
seluruh bank untuk menyampaikan segala keterangan dan penjelasan 1aengenai
usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Apabila
diperlukan, kewajiban tersebut dikenakan pula kepada perusahaan induk,
perusahaan anak, pihak terkait, dan pihak terafiliasi. Ketentuan ini akan
diterapkan apabila peruszhaan induk, perusahaan anak, pihak terkait dan pihak
terafiliasi mendapat fasilitas terteniu dari bank atau dapat diduga mempunyai
peran dalam kegiatan operasional bank.

Tujuan penyampaian keterangan dan penjelasan oleh bank kepada Bank
[ndonesia itu disebutkan dalam Penjelasan atas Pasal 30 ayat Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

10 Tahun 1998, yang antara lain menyatakan :

Kewajiban penyampiana keterangan dan penjelasan yang berkaitan dengan
kegiatan usaha suatu bank kepada Bank Indonesia diperlukan mengingat
keterangan tersebut dibutuhkan untuk memantau keadaan dari suatu bank.
Pemantauan keadaan bank perlu dilakukan dalam rangka melindungi dana
masyarakat dan menjaga keberadaan lembaga perbankan. Kepercayaan
inasyarakat terhadap lembaga perbankan hanya dapat ditumbuhkan apabila
lembaga perbankan dalam kegiatan usahanya selalu berada dalam kcadaan

sehat.
Dalam rangka memperoleh kebenaran atas laporan yang disampaikan oleh

bank, Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan buku-
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buku dan berkas-berkas yang ada pada bank. Oleh karena itu, bank berkewajiban

untuk memberikan kesempatan kepada otoritas perbankan untuk :

a. Memeriksa buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya; dan

b. Membezrikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran
dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank

yang bersangkutan.

Keterangan tentang bank yang diperoleh berdasarkan pemeriksaan tadi
tidak dapat diumumkan dan bersifat rahasia.

Kemudian berdasarkan keteniuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1992 sebagaimana teiah diubah dengan Tndang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 dan Pasal 28 DUUBI, maka Bank Indonesia berwenang pula
inewajibkan seluruh bank untuk menyampaikan kepada Bank Indonesia mengenai
neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan serta penjelasannyz, serta laporan
berkala iainnya, dalam waktu dan bertuk yang ditetapkan oieh Bank Indonesia.
Jadi. setiap bank diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan dan lapcran
lainnya secara berkala sesuai dengan bentuk yang diietapkan oleh Bank Indonesia.

Neraca serta perhitungan laba/rugi tahunan yang disampaikan kepada
Bank Indonesia tersebut wajib terlebih dahulv diaudit oleh akuntan publik. Tahun
buku adalah tahun takwim. Bank Indonesia dapat menetapkan pengecualian dari
ketentuan audit akuntan publik bagi Bank Perkreditan Rakyat. Pengecualian ini
dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan yang dimiliki oleh Bank

Perkreditan Rakyat yang bersangkutar.



Ketaatan bank dalam menyampaikan laporan-laporan bank secara berkala
tersebut merupakan salah satu aspek pengawasan yang mempengaruhi penilaian
tingkat kesehatan bank yang dapat dikenakan sanksi jika lalai atau terlambat
penyampaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sebagai tindak lanjutnya Bank Indonesia akan melakukan penelitian dan cvaluasi
terhadap setiap laporan bank yang disan:paikan, ken:udian hasilnya disampaikan
kepada bank yang bersangkutan sebagai aspek pembinaan.

Sejalan dengan kewajiban itu, ketentuan dalam Pasal 35 Undang-Undang
Nomor 7 Tahur 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
10 Tahun 1998 menetapkan, bahwa bank berkewajiban untuk mengumumbkan
neraca dar perhitungan laba/rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh
Bank Indonesia.

Bank Indonesia dengan Surat Keputusan Dircksi Bank Indonesia Nemor
23/77/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indenesia Nomor 23/19/BPPP masing-
masing tanggal 28 Februari 1991 menetapkan ketentuan kewajiban bank untuk
mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi dalam surat kabar. Dalam
ketentuan ini diatur hal-hal scbagai berikut :

1. Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi dilakukan
miinimal 4 kali setahun (akhir Maret. Juni, September dan Desembcr),
dilaksanakan paling lambat 2 bulan setelah bulan-bulan yang telah
ditentukan, dan apabila dianggap perlu atas permintaan Bank Indonesia, wajib

pulz mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi pada tanggal-tanggal

lain;



Bank-bank yang berkantor pusat di Indonesia, neraca dan perhitungan

iaba/ruginya merupakan gabungan yang mencakup }’;;mtor-kanlumyn baik di

dalam maupun di luar negeri; sedangkan bagi cabang-cabang bank asing,

neraca dan perhitungan laba/ruginya dari seluruh kantornya di Indonesia;

Pendapatan yang diperhitungakan ke dalam laba/rugi yang diumumkan

tersebut adalah pendapatan yang benar-benar telah diierima oleh bank;

Neraca dan perhitungan laba/rugi yang diumumkan :

a. Meliputi neraca dan perhitungan laba/rugi termasuk konsolidasi rekening
administrastif dari seluruh kantor (dalam/luar negeri). Untuk bank asing,
pengumumannya meliputi seluruh kantornya di Indonesia;

b. Pos-pos neraca, laba/rugi, dan administratif vang disajikan dalam rupiah
(baik untuk pos rupiah maupun valas). Untuk kurs valas digunakan
laporan bulanan bank-bank;

Bentuk neraca dan perhitungan laba/rugi dan rekening administratif’ vang

harus diumumkan :

a. Penjelasan masing-masing pos sebagaimana yang telah ditentukan;

b.  Pos-pos dan perhitunga laba/rugi yang bersaldo nihil harus
dicantumkan dengan memberikan garis pendek (-) pada pos yarg
bersangkutan;

c.  Bagi bank bukan bank devisa dan Bark Perkreditan Rakyat, kolom
valas dapat ditiadakan;

d.  Angka yang disajikan dalam jutaan/triliunan rupiah, kecuali Bank

Perkreditan Rakyat dalam ribuan/jutaan rupiah;
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(e

Pendapatan yang diperhitungkan dalam laba/rugi yang diumumkan adalah
pendapatan yang diterima secara efektif, yaitu :

Bunga atau pendapatan lain yang telah diterima oleh bank dari nasabah

a.
secara tunai atau atas beban giro nasabah yang saldonya masih
mencukupi;

b. Bunga yang telah jatuh tempo atas wredit lances menurut kriteria

kolektibilitas kredit sepanjang kelonggaran tariknya masih mencukupi.

Pengumuman neraca perhitungan laba/rugi dilakukan dengan cara :

a. Bank Umum wajib mengumumkan minimal dalam satu surat kabar di
tempat kedudukan Bank Umum yang bersangkutan;

b Bagi Bank Perkreditan Rakyat. dapat diumumkan di surat kabar atau
ditempelkan pada papan pengumuman di kantor bank yang
bersangkutan;

Pengumnman neraca laba/rugi dan rekening adininistratif disampaikan

kepada Bank indonesia minimal i minggu setelah tanggal penguimuman;

Bagi bank yang tidak memenuhi ketenituan dikenakan sanksi dalam rangka

kewajiban membayar Rp. 1 Juta bagi keterlainbatan penyampaian

pengumuman kepada Bank Indonesia atau Rp. 1 Juta dan sanksi berupa
pengumuman oleh Bank Indonesia, bagi yang mengumumkan dengan tidak
benar atau sengaja tidak diumumkan.

Salah satu pilar penting dalam pencapaian good corporate governance di

perbankan Indonesia adalah aspek transparansi kondisi keuangan bank kepada

publik. Dengan adanya‘ transparansi, diharapkan dapat lebih meningkatkan
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laporan pubiikasi bulanan dan triwulanan Bank Umum diumumkan melalui
website Bank Indonesia dan khusus untuk laporan triwulanan juga wajib
dipublikasikan melalui media massa.

D. Pemeriksaan Bank Dalam Rangka Pengawasan Bank

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 31 dan Pasal 33 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana ielah diubah dengan Undang-Undang Nomor
10 Tahun 1998 serta Pasal 29 UUBI, maka Bank Indonesia berwenang melakukan
pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila
aiperiukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan bank. Pada dasarnya
pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank Indonesiz dilaksanakan secara berkala,
yaitu minimal sat: tahun sekali untuk setiap bank. Di samping itu, pemeriksaan
dilakukan setiap waktu jika dipandang perlu untuk meyakinkan hasil pengawasan
tidak langsung dan apabila terdapat indikasi adanya penyimpanan dari praktik
perbankan yang sehat.

Terhadap keuangan negara yang dikelola oich suatu bank, Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) dapat melakukan pcmeriksaan pada bank yang bersangkutan.
Kewajipan transparansi bank milik negara ini, selain didasarkan kepada ketentuan
dalam Penjelasan atas Pasai 31 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, juga
didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang mengharuskan laperan

hasil pemeriksaan bank milik negara diumumkan pada website BPK.



Berikutnya disebutkan dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dengan
diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, yang mewajibkan
Penyediaan Jasa Keuangan, tennasuk bank milik negara untuk menyampaikan
laporan mengenai transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan yang
dilaksanakan secara tunai untuk jumlah kumulatif Rp. 500 juta atau lebih atau
mata uang asing yang dinilainya setaranya.

Adapun tujuan dilakukannya pemeriksaan terhadap bank oleh Bank
Indonesia dalam rangka memperoleh kebenaran atas informas: kegiatan uszha
bank yang telah disampaikannya kepada Bank Indonesia dan untuk mengetahui
kepatuhan bank terhadao ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan pemeriksaan bank
oleh Bank Indonesia itu antara lain meliputi pemeriksaan buku-buku, berkas-
berkas, warkat, catatan, dokumen, dan data elektronis, termasuk salinan-
salinannyva.

Pemeriksaan terhadap bank dimaksud, bila diperiukan dapat melingkupi
pula perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terkait, pihak
terafiliasi, dJan debitur nasabah. Peclaksanaan pemeriksaan pihak-pihak itu
hendaknya dilakukan secara selektif dan dimaksudkan agar Bank Indonesia dapat
melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.

Sehubungan dengan pemeriksaan bank, maka bank dan pihak-pihak yang
terkaitt diwajibkan untuk memberikan kepada pemeriksa :

1.  Keterangan dan data yang diminta, termasuk data elektronis dan penjelasan

yang berkaitan dengan tujuan pcmériksaan
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2 Kesempatan untuk melihat semua pembukuan, dokmen, dan sarana fisik
yang berkaitan dengan kegiatan usahanya

Hal-hal yang diperlukan, antara lain adalah penyediaan ruang Kerja dan

(O8]

salinan dokumen yang diperlukan dalam pf:nu:riksacm]U

Selanjutnya menurut ketentuan dalam Pasal 31A Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomo: 10 Tahun
1998 dan Pasall 30 UUBI, dalam melaksaakan pemeriksaan terhadap bank, Bank
Indonesia dapat menugasi pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia
melaksanakan pemeriksaan bank. Pihak lain disini adalah pihak-pihak yang oleh
Bank indonesia dinilai memilik kemampuan untuk melaksanakan pemeriksaan,
milsanya Akuntan Publik. Pemeriksaan oleh pihak lain itu dapat dilakukan sendiri
atau bersama-sama dengan pemeriksa dari Bank Indonesia. Pihak lain yang
melaksanakan pemeriksaan terhadap bank, berkewajiban untuk merahasiakan
keterangan dan data yang diperoleh dalam pemeriksaaii.

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahnn 1998 menegaskai bahwa segala
laporan pemeriksaan tethadap bank, baik yang dilakukan oleh Bank Indonesia
sendiri maupun pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia, bersifat rahasia.

Semula pengaturan mengenai persyaratan dan tata cara pemerintahan bank
mengacu kepada Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/52/KEP/DIR
dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/1/UPPB/PbB tanggal 15 Februari

1973 tentang Pemeriksaan oleh pejabat-pejabat Pemeriksa dari Luar Negeri

' Djumhona, Hukum Pembaruan di Indonesia Citra Aditya Bakti, Bandung, 200 hin.67
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71
terhadap Bank-Bank Asing di Indonesia, yang kemudian dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku serta sebagai gantinya, Bank Indonesia menetapkan Peratuian Bank
Indonesia Nomor 2/6/PB1/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemeriksaan
Bank.

Dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat da memelihara prinsip-
prinsip dan sistem perbankan yang sehai diperlukan gamabran mergenai
kebijakan dan keadaan bank yang bersifat strategis dan mengandung risiko. Untuk
memperoleh gambaran tersebut perlu dilakukan pemeriksaan terhadap bank, baik
yang bersifat umum maupun khusus. Agar gambaran tersebut dapat diperoleh
secara menyeluruh dan komprehensif, maka pemeriksaan dapat dilakukan
terhadap pihak -pihak tertentu yang mempunyvai andil baik secara langsung
maupun tidak langsung terhadap risiko yang dihadapi bank dalam melakukan
kegiatan usahanya. Pihak-pihak lain di maksud melipuii perusahaan induk,
perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi dan/atau debitur bank.

Ditegaskan bahwa Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap
tank, dan/ateu kantor perwakilan bank asing. Dalam melakukan pemeriksaan
terhadap bank itu, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap :

1. Perusahaan induk dari bank
o Perusahaan anak dari bank
3. Pihak terkait dengan bank

4. Pihak terafiliasi dengan bank

5 Debitur bank '

"' Djoni, S. Gozali, Op.Cir., him. 648



Pemeriksaaan terhadap pihak-pihak yang telah disebutkan di atas dilakukan

apabila terhadap indikasi bahwa pihak-pihzk tersebut antara lain :

2

Memperoleh penyediaan dana dari bank

Mempunyai peran dalam kegiatan operasional bank

Melakukan tindakan yang menimbulan kerugian terhadap bank
Memperoleh kenntungan yang tidak wajar dari bank

Mengalami kesulitan keuangan yang dapat mempengaruhi kinerja bank '

Jenis pemeriksaan bank terdiri atas pemeriksaan secara berkala dan

pemeriksaan setiap waktu apabila diperlukan, yang meliputi pemeriksaan terhadap

aspek-aspek kegiatan usaha bank, termasuk sarana pendukungnya dan hal-hal

yang lain berkaitan dengan keuangan bank.

Pemeriksaan terhadap bank ini dapat dilakukan dalam rangka :

Memperoleh gambaran menyeluruh tentang perkembangan usaha dan
keadaan keuangan bank, ‘termasuk mendetcksi hal-hal yang dapat
mempengaruhi tingkat kesehatan maupun kelangsungan usaha bank
Mendapatkan keyakinan atas kebenaran laporan yang disampaikan oleh
bank kepada Bank Indonesia, laporan yang dipublikasikan kepada
masyarakat, dan informasi lainnya

Memastikan kepatuhan bank terhadap Peraturan Bank Indonesia peraturan
perundangan-perundangan lain yang berloku, dan pedoman, ketentuan serta

prosedur kerja yang ditetapkan bank

"2 Ibid, him. 649



4.

36

-'l
Meneliti kebenaran atas dugaan adanya transaksi yang merupakan tindak

pidana di bidang perbankan.

Sementara itu pemeriksaan ierhadap Kantor Perwakilan Bank Asing

ditujukan untuk memastikan kepatuhan Kantoi Perwakilan Bank Asing terhadap

Peraturan Bank Indoresia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku

Objek pemeriksaan bank adalah .

Buku-buku, berkas-berkas, warkat, catatan, disposisi, memorandum,
dokumen, data elektrinis, termasuk salinan-salinannya

Segala keterangan dan penjelasan yang berkaitan dengan kegiatan usaha bai
lisan maupun tertulis

Kesempatan penelitian keberadaan dan penggunaan saana fisik yang
berkaitan dengan kegiatan usaha

Hal-hal lain yang diperlukan dalam pemeriksaan

Bank, Kantor Perwakilan Bank Asing dan pihak-pihak lain wajib

memberikan bantuan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala

keterangan, dokumen, dan penjelasan yang didapat pemeriksa

Ketentuan persyaratan bag: pihak-pihak yang melakukan pemeriksaan bank,

diatur sebagai berikut :

1.

Pihak lain yang dapat melakukan pemeriksaan harus berbentuk badan

Pemeriksaan diiakukan oleh tim pemeriksa minimal dua orang, yang dapat
terdiri atas pegawai Bank Indonesia yang ditunjuk untuk melakukan
pemeriksaan, pihak lain yang ditugaskan Bank Indonesia, atau gabungan

antara pegawai Bank Indonesia dan pihak lain.
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Tim Pemeriksa dan penanggung jawab dari pihak lain wajib memenuhi

syarat :

Tidak termasuk dalam daftar orang tercela sesuai dengan ketentuan

Bank Indonesia

b.  Bukan pihak terafiliasi terhadap objek yang diperiksa

Memiliki sikap mental yang baik dan etika serta tanggung jawab

profesi yang tinggi

d.  Bersikap independen, jujur, dan objektik

e. Kompeten dibidangya dan memahami peraturan perundang-undangan
perbankan yang berlaku dan peraturan perundang-undangan lainnya

Secara terus-menerus mengikuti program pendidikan profesi dalam
bidangnya masing-masing

Dalam hal pihak lain merupakan kantor akuntan publik, wajib terdaftar di

Bank Indonesia

Ketua dan mayoritas anggota tim pemeriksa dari kantor akuman publik

selian memenuhi persyaratan di atas wajib memiliki pengetahuan yang

memadai tentang industri perbankan dan memiliki kernampuan melakukan

pemeriksaan.

Penanggung jawab kantor akuntan publik harus memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud di atas'’

Pelaksanaan pemeriksaan oleh tim pemeriksa, diatur scbagai berikut :

P Ibid, hlin. 650-651
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. Dalam memberikan penugasan kepada pihak lain  untuk melakukan

pemeriksaan, Bank {ndonesia menerbitkan surat perintah kerja dan wajib
dilaksanakan sesuai dengan surat perintah kerja dan Term of Reference yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari surat perintah saya

[im pemeriksa wajib menyerahkan surat instruksi pemeriksaan dari Bank

2.
Indonesia kepada pihak-pihak yang diperiksa. Dalam hal ini bark, Kantor
Perwakilan Bank Asing atau pihak-pihak lain wajib menolak tim pemeriksa
yang akan melakukan pemeriksaan tanpa menyerahkan surat instruksi
pemeriksaan dari Bank Indonesia

3. Sebelum akhir pemeriksaan, tim pemeriksa wajib melakuka konfirmasi

dengan pimpinan bank, pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing atau

pimpina dari pihak-pihak lzin atas hasil pemeriksaan. Apabila sctelah proses

kenfirmasi masth terdapat perbedaan pendapai, pimpinan bank, pemimpin

Kantor Perwakilan Bank Asing atau pimpian pihak-pihak lain dapat

mengajukan penjelasan sccara tertulis kepada Bank Indonesia selambat-

lambatnya tiga hari kerja setelah berakhiinya proses pemeriksaan.

Setelah proses pemeriksaan berakhir, tim pemeriksa menyusun iaporan hasil
pemeriksaan, dan selanjutnya Bank Indonesia menyampaikan laporan hasil
pemeriksaan dimaksud kepada bank atau Kantor Perwakilan Bank Asing. Laporan
hasil pemeriksaan itu bersifat rahasia dan penggunaan laporan hasil pemeriksaan

oleh pihak-pihak diluar bank harus dikonsultasikan dan memperolch persetujnan

terlebih dahulu dari Bank Indonesia.



Selanjutnya bank dan Kantor Perwakilan Bank Asing wajib melakukan
langkan-langkah perbaikan dan/atau penyempurnaan atas hal-hal yang ditemukan
dalam pemeriksaan serta melaporkan perbaikan yang dilakukan kepada Bank
Indonesia. Apabila dipandang perlu, Bank Indonesia dapat melakukan
pemeriksaan untuk memastikan kebenaran laporan hasil perbaikan itu.

Terhadap pemeriksaan bank oleh pihak asing diatur pula dalam Peraturan
Bank Indonesia Nomor 2/6/PBI/2000 sebagai berikut :

1. Pemeriksaan terhadap kantor cabang bank asing oleh otoritas pengawas
bank di negara asal atau yang mewakili otoritas pengawas bank di negara
asal kantor pusat bank yang bersangkutan, hanya dapat dilaksanakan setelah
memperolch izin dari Rank Indonesia. Pemberian izir pemeriksaan tersebut
dilakukan dengan menganut asas timbul balik

Permchonan izin kepada Bank Indonesia itu wajib disampaikan secara

o

tertuiis selambat-lambatnya 14 hari sebelum pemeriksaan. Persetujuan atau
penolakan atas permohonan izin itu diberikan selambat-lambatnya 7 hari
sejak surat permohonan diterima secara lengkap

3. Bank Indoresia dapat meminta kepada pcmeriksa agar dalam pemeriksaan
sekaligus memeriksa hal-ha! yang dibutuhkan oleh Bank Indenesia.

4. Pemeriksaan terhadap kantor cabang bank asing di Indonesia yang
dilakukan oleh pemeriksa intern atau kantor akuntan publik yang
ditugaskan kanior pusat bank yang bersangkutan wajib diberitahukan

terlebih dahulu kepada Bank Indonesia.
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4

Pemeriksaan terhadap bank yang sebagian sahamnya dimiliki bank asing

i

vang dilakukan oleh pemeriksa yang ditugaskan oleh bank asing yang

menjadi pemegang saham bank yang bersangkutan wajib diberitahukan

terlebih dahulu kepada Bank Indonesia
6.  Tim pemeriksa yang melakukan pemeriksaan kantor cabang bank asing
wajib melapor dan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Bank

Indonesia segera setelah pemeriksaan berakhir
7. Kantor cabang bank asing dan bank yang sebagian sahamnya di miliki bank

asing yang diperiksa oleh tim pemeriksa di atas wajib menyampaikan hasil

pemeriksaan kepada Bank Indonesia segera setelah hasil pemeriksaan
diperoleh

Pihak lain, pihak-pihak yang melakukan pemeriksaan bank serta pihak-
pihak vang mengetahui hasil pemeriksaan bank, waiib merahasiakan keterangan
dan data yang diperoleh dalam pemeriksaan. Kewajiban merahasiakan ini berlaku
pula bagi petugas yang ditugaskan pihak !ain atau pihak-pihak iain.

Sebagaimana diberitahukan bahwa Bank Indonesia dan® Komisi
Pemberaniasan Korupsi (KPK) menyepakati Pedcman Pemeriksaan Khusus
Bersama pada Bank Umum untuk Penyelamatan Kevangan di Negara di !akarta,
hart Senin, tanggal 23 Juni 2008. Tujuan disepakatinya Pedoman Pemeriksaan
Khusus Bersama pada Bank Umum untuk Penyelamatan Keuangan Negara antara
Bank Indonesia dan KPK adalah agar ada prosedur yang jelas, sehingga informasi
yang diperiukan oleh KPK bisa didapatkan, dan di sisi lain bank juga “tidak

gamang”.
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Melalui kesepakatan pedoman pemeriksaan bersama Bank Indonesia dan
KPK ini, Bank Indonesia ingin berkontribusi dalam penyelamatan keuangan
negara, terutama yang berada di perbankan. Seperti diketahui, pengelolaan
sebagian besar keuangan negara berada di perbankan. Oleh sebab itu, manfaat
atau keuntungan atas pengeloaan tersebut harus dikembalikan pada negara. Bank
Indonesia membanwu agar pengelolaan keuangan negara itu dapat dilakukan
dengan banar. Bank Indonesia ingin agar perbankan tidak digunakan sebagai
sarana atau sasaran tindakan penyalahgunakan keuangan negara, sehingga bank
dijaga melalui kerja sama dengan KPK.

Kesepakatan pedoman pemeriksaan khusus ini merupakan tindak lanjut dari
Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dan KPK mengenar Kerja Sama
dengan Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (tipiker) yang telah
ditandatangani pada thaun 2006. Upaya lainnya yang telah ditempuh Bank
Indonesia dalam mendukung pencegahan tipikor melalui perbankan antara lain
adalah penyempurnaan ketentuan-ketentuan perbankan; seperti penerapan prinsip
Knew Your Customer (KYC), Good Corporate Governance (GGG) di sektor
perbankan, manajemen risiko dalam pengelolaan bank, maupun fit and proper 1est
terhadap calon dan/atau pemilik/pengurus atan pejabat bank. Di samping itu, telah
disusun juga Surat Keputusan Bersama (5KB) Gubernur Indonesia, Kepala
Kepolisian Republik indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang

penanganan tindak pidana di bidang perbankan baik tingkai pusat maupun di

daerah.
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PEMBAHASAN

A. Kewenangan Pembinaan dan Pengawasan Bank Menuruf Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998

O

Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998
ditetapkan, bahwa “pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank
Indonesia™. Selanjutriya tugas ini dipertegas lagi dalam ketentuan Pasal 8 huruf ¢
UUBI yang menetapkan, bahwa untuk mencapai tujuan Bank Indonesia, jadi pasal
itu memberikan otoritas, kewenangan, dan tanggung jawab kepada Bank
Indonesia melakukan pembinaan (pengaturan) dan pengawasan bank.

Pembinaan dan pengawasan bark oich Bark Indonesia tidak dimaksudkan

untuik :

1.  mengganti manajemen bank dalam melakukan dan mengambil keputusan
bisnisnya atas nama bank yang dikelolanya. Sebagai sebuah unit ekonom:
yvang independen dalain tatanan sistem ekonomi yang lebih luas, hank
memilih pertimbangan-pertimbangan sendiri yang bebas dalam rangka
memeclihara kesinambungan eksistensinya di dalam tatanan tersebut.
Keputusan-keputusan yang diambil sepenuknya dilakukan oleh manajemen
bank. Batasan-batasan dan nilai-nilai yang mungkin diberikan oleh pemilik,
masyarakat maupun pemerintah dimaksudkan untuk membantu manajemen
dalam  menjalankan  kegiatan-kegiatan  operasi  bank, dalam  arti
mempengaruhi pemikiran dan perilaku manajemen, sehingga kegiatan
tersebut diarahkan pada tujuan-tujuan yang dikehendaki bersama. tustifikasi
tentang arah pengembangan yang ingin dicapai bank adalah sepenuhnya
merupakan perwujudan keputusan-keputusan independen dari manajemen
bank;

2. tidak menjamin bank tidak akan jatuh bangkrut. Pengawasan pada
hakikatnya merupakan tugas dan kewajiban dari semua pihak yang terkait
dcngan bank, yaitu manajemen bank, pemilik bank, masvarakat, termasuk
para nasabah bank dan pemerintah yang dalam hal ini berfungsi sebagai

42
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otoritas pengawasan bank-bank yang diwakili cleh Bank Indonesia. Semua
pihak dimaksudkan mempunyai pengaruh terhadap arah dan operasi bank.
Walaupun pihak-pihak yang dimaksud dapat mempengaruhi kegiatan bank,
namun tingkat pengaruhnya berbeda antara yang satu dan lainnya. Pihak
yang dapat mempengaruhi jalannya bank adalah manajemen bank yang
bersangkutan, karena manajemenlah yang secara langsung mengambil
keputusan pengelolaan bisnis bank sehari-hari. Pihak-pihak lain juga
mempunyai pengaruh, namun pengaruh tersebut tentunya dalam batas-batas
tertentu sesuai fungsi yang diembannya masing-masing. Penyebab bangkrut
atau tidaknya bank terletak pada pengelelaan bank oleh manajemen bank:

bukan untuk mencegah atau melarang bank mengambil risiko bisnis dari
kegiatan operasionalnya. Sebagai unit usaha yang berorientasi memperoleh
laba, bank akan selalu dihadapkan pada berbagai alternatif bisnis yang dapat
menjanjikan keuntungan ataupun kemungkinan risiko rugi. Dengan
demikian, kerugian bukanlah suatu yang tidak lazim dan merupakan suatu
sifat vang melekat pada pelaksanaan fungsi manajemen oleh pengelola.
Dalam hal ini, yang tidak lazim adalah apabila di dalam memperolehnya
manajemen bank secara sengaja atau sadar tclah mengabaikan prinsip-
prinsip pengelolaan yang sehat, atau apabila kerugian tersebut berlangsung
secaia Dberkelanjutan tanpa upaya-upaya uniuk mengurangi ataupun
menghilangkannya;

untuk menciptakan distorsi terhadap iklim persaingan yang sehat dari pasar
dan tidak untuk memaksakan bank untuk melakukan kebiiakan moneter atau
kredit tertentu. Persaingan antara bank, justru iklim yang ingin diciptakan
oleh kebijakan dereguiasi karena dengan iklim tersebut. dapat diharapkan
menciptakan efisiensi dalam perbankan. Demikian pula, kebijakan
pengendalian noneter, khususnya pengendalian tidak langsung oleh Bank
Indonesia, dimaksudkan untuk memberikan kepercayaan kepada perbankan
dan sektor swasia untuk mengatur dirinya sendiri dalam memaksimalkan
dan mengefisiensikan sumber-sumber pendanaan masyarakat pada sektor
sektor yang dari bisnis memang memerlukan bantuan kredit perbankan.
Dengan demikian dapat diperkirakan bahwa bank mampu memaksimalkan
pelayanannya kepada masyarakat. Peranan pemerintah memang masih ada,
namun pada tahap terakhir, manajemen baunk sebagai pelaku ckonomilah
yang menentukan arah pengaiokasian dana yang dapat dihimpunnya.'*

"“ILid him 614-615
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Dari pengalaman di banyak negara, tampaknya tidak ada kesepakatan

mengenai modei dari struktur kelembagaan di bidang pengawasan yang idcal

(ideal

model). Sebab struktur kelembagaan sangat ditentukan oleh latar belakang

sejarah perkembangan kepengawasan, struktur sistem keuangan, struktur sosial

dan politik, termasuk pemerintah, tradisi masyarakat dan juga besar kecilnya

sistem keuangan yang aada. Artinya struktur kelembagaan pengawasan akan sangat

PR
country specific.

Demikian pula dari berbagai literatur dan perdebatan di banyak negara,

struktur kelembagaan di bidang pengawasan secara umum diwakili oleh 2 (dua)

alternatif model sebagai berikut.

Model di mana kegiatan pengawasan diiakukan oleh suatu lembaga khusus
(single agenry) yang bertugas tidak hanya mengawasi aspek sistematik dan
prudensial, tetapi juga melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha
seluruh lembaga keuangan (conduct of business). Model pengawasan ini,
secara teknis sering disebut sebagai mega surervisor. inggris, Australia dan
Korea belakangan ini tengah menuju kepada peimanfaatan suatu lembaga
khusus untuk mengawasi seluruh kegiatan lembaga keuangan yang ada.
Pendekalan pengawasan sepeiti ini dilaknkan dengan periimbangan struktur
kelembagaan di bidang pengawasan akan menjadi lebih sederhana
(streamlining), duplikasi dan inkonsistensi dapat dihindari, akuntabilitas
menjadi lebih jelas dan yang paling penting juga diyakini berlakunya prinsip
the economies of scale and scope, yakni akan semakin efisien bila semakin
banyak dan semakin dalam pengawasan yang dilakukan cleh satu lcmbaga.

Model di mana kegiatan pengawasan dilakukan oleh banyak atau beberapa
lembaga (muldtiple agercies). Pendekatan ini membagi elemen psngawasan
ke beberapa lembaga. Ada lembaga yang mengkhususkan diri pada systemic
supervision, ada yang memfokuskan pada prudential supervision dan pula
yang mengawasi aspek operasionai kegiatan usaha setiup lembaga.
Pendekatan ini didukung karena masih diyakini adanya perbedaan mendasar
dari norure kegiatan setiap lembaga keuangan (perbankan berbeda dengan
perusaliaan asuransi, dengan perusahaan sekuritas dan sebagainya).
Perbedaan ini kemudian memerlukan pendekatan yang berbeda pula,
sehingga penggabungan kegiatan pengawasan oleh satu lembaga akan

hlm 17

'* Muliaman D Hadad, Masalah Sekitar Struktur Kelembagaan Pengawasa:: Bank, 2001,
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menjadi kurang fokus dan sasaran pengawasan akan sulit untuk dicapai.
Lembaga tunggal akan cenderung meniadi birokratis dan akan sangat
berkuasa (too powerful). Bahkan sering terjodi kerancuan dan duplikasi
wewenang antara lembaga tersebut dengan pemerintah. Hal ini pada
gilirannya akan sangat mempengaruhi independensi lembaga yang
bersangkutan. Di samping itu, ang lebih penting lagi keyakinan terhadap
berlakunya prinsip the economies of scale dan scale dan scape masih
dipertanyakan. Belum dijumpai kesepakatan umuin bahwa prinsip tersebut
berlaku, khususnya di sektor keuangan, sebab efisiensi tidak hanya
diperoieh dari skala yang besar tetapi juga muncul dari kompetisi
antarlembaga pengawas vang ada. "

Dari 75 negara di dunia yang dijadikan samipel penelitian oleh Bank
Indonesia yang bersumber dari Directory of Financial Regulatory Agencies
(1996), yang juga dikutip oleh Goodhart dan kawan-kawan (1998) dalam bukunya
Finarcial Regulation, Why, How and Where Now ? mengenai strukiur
kelembagaan di bidang pengawasan diperolzh gambaran sebagai berikut : '/

Tabel 1 Struktur kelembagaan di Bidang Pengawasan Bank
dan Lembaga Keuangan Lainnya

Mengawasi / oleh | Bank Sentral | Bukan Bank Sentral Jumlah
' Bank saja 46 7 6 52
Bank dan lembaga 6 4 10 1
sekuritas
Bank dan asuransi 1 5 6
Bank, asuransi, 1 6 7
dan sekuriias
Jumlah 54 | ' 21 75
I

Dari data di atas terdapat 7 (tujuh) negara yang menganut pendekatan single

agency, yakni 1 (satu) negara di mana Bank Sentral mengawasi tidak hanya bank,

' Djoni S. Gazali, Op.Cit, hlm 616-617
" Ibid.hlm 617
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tetapi juga perusahan asuransi dan lembaga keuangan lainnya, dan 6 (enam)
negara di mara lembaga pengawas bukan Bank Sentral mengawasi tidak hanya
bank tetapi juga asuransi dan lembaga keuangan lainnya (perusahaan sekuritas).
Sisanya sebanvak 69 (enam puluh sembilan) negara menganut pendekatan

multiple agencies dengan variasi yang berbeda antara peran Bank Sentral dengan

iembaga pengawas bukan Bank Sentral. @

Diketahui pula bahwa besarnya Bank Sentral dalam mengawasi perbankan
lebih banyak ditentukan oleh pertimbangan bahwa bank adalah lembaga yang
khusus atau spccial (bank are special), karena perannya yang dominan dalam
rerekonomian. Dibandingkan dengan lembaga keuangan bukan bank lainnya,

bank lebih menentukan daiam mewujudkan stabilitas sistem keuangan secara

keseluruhan.

Terdapat kekhususan tertentu yang menyebabkan banyak negara memilih
bank sentral sebagai pemegang otoritas peimbina dan pengawas bank, seperti

Tabe! 2 berikut ini.

Tabel 2 Perbandingan “Kekhususan” Bank dengan Non-Bank

Bank | Lembaga Non-Bank
Sangat  berperan  dalam  sistem | Kurang  berperan  dalam  sistem
pembayaran dan kiiring | pembayaran
Dapat mengakibatkan bahava | Risiko sistemik (systemic risk) relatif

ketidakstabilan sistem keuangan | lebih kecil
(system risk)

Struktur neraca bank mengakibatkan | Tidak terlalu  vulnerable terhadap
bank lebih  valnerable  terhadap J

8 7bid him 618
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| perubahan pada sisi pasiva neraca

kepercayaan depositor

Moral hazard akibat lender of last | Tidak ada lender of last resort

resorl

Dengan kekhususan bank di atas, terutama karena perannya yang sangat
menentukan dalam sistem pembayaran nasional dan potensinya dalam
menentukan stabilitas sistem keuangan telah mendorong banyak otoritas moneter
di banyak negara untuk juga mengawasi kegiatan perbankan. Di negara-negara di
mana bank merupakan tulang punggung sistem keuangan, keamanan (safety) dan
kesehatan (sound ness) dari tembaga perbankan mutlak bagi pencapaian efektifitas
kebijakan moneter dan sistem pembayaran yang efisien dan terpercaya. Hai ini
pada gilirannya akan juga berperan terhadap perkembangan di sektor ekonomi
riil."

Dari modei yang ada, Indonesia cenderung melakukan pemisahan
kewenangan mengawasi bank dari Bank Indonesia kepada Lembaga Pengawasan
Sektor Jasa Keuangan atau lembaga Pengawas Perbankan. Pemisahan
kewenangan pengaturan dan pengawasan bank ini didasarkan kepada Pasal 34
UUBI yang mengamanatkan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh
lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen. dan dibentuk dengan
undang-undang paling lambat 31 Desember 2010 (diperpanjung, semula
pembentukannya paling lambat 31 Desember 2002). Namun, selama 'embaga

pengawasan dimaksud belum dibentuk, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 35

" Ibid, him 619
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UUBI, maka tugas pengaturan dan pengawasan bank tetap dilaksanakan oleh
Bank Indonesia.

Jadi, untuk masa mendatang, tugas mengawasi bank tidak lagi dilakukan
oleh Bank Indonesia, melainkan akan diserahkan kepada lembaga pengawasan
sektor jasa keuangan yang independen, yang akan dibentuk dengan undang-
undang. Artinya, akan terjadi pemisahan antara kewenangan pengaturan dan
pengawasan bank. Kewenangan pengaturan bank tetap berada di tangan Bank
Indonesia, sedangkan kewenangan pengawasan bank akan disecrahkan kepada
lembaga pengawasan sektor jasa keuangan, yang juga akan melakukan
pengawasan terhadap perusahazn-perusahaan sektor jasa keuangan lainnya, yang
meliputi asuransi, dana pensiun. sekuritas, modal ventura, dan perusahaan
pembiayaan, serta badan-badan l!ain yang menyelenggarakan pengelolaan dana
masyarakat.

Pemizahan kewenangan pengaturan dan pengawasan bank ini, udak
mienyeebabkan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan tidak inengadakan
koordinasi dengan Bank Indonesia dalam menangani dan menyelesaikan bank
yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya.
Ditegaskan di antaranya dalam Penjelasan Pasal 34 ayat (1) UUBI, bal:wa dalam
melakukan tugasnya, lembaga ini (supervisory board) tetap harus melakukan
koordinasi dan kerja sama dengan Bank Indonesia sebagai anak sentral. Selain itu
ditegaskan pula, bahwa lembaga pengawasan tersebut dapat pula mengeluarkan

ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan bank dengan
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koordinasi dengan Bank Indonesia dan meminta penjelasan dari Bank Indonesia
mengenai keterangan dan data makro yang diperlukan.

Pemisahan pengawasan bank dari bank sentral cenderung menjadi tidak
feasible dikarenakan beberapa hal, yaitu pertama, bank merupakan tulang
punggung sistem keuangan di Indonesia, kedua, peran perbankan dalam transmisi
moneter sangat mendasar; ketiga, dengan scndirinya stabukutas dan efisienst
sistem pembayaran dan sistem keuangan menjadi sangat bergantung keamanan
keamanan dan kesehatan sistem perbankan yang ada; keempat, conflict of interest
diperkirakan akan semakin besar jika pengawasan perbankan dilakukan oleh
iembaga yang bz=lum ditetapkan status dan kedudukan hukumnya.

Dengan beberapa pertimbangan tersebut, pengawasan bank nampaknya
akan lebih efektif jika dilakukan oleh bank sentral. Jika kemudian pengawasan
terhadap lembaga keuangan lainnya dilakukan cleh lembaga tersendiri, maka
Indonesia akan termasuk negara yang menganut pendekatan muliiple agercies.
Jika belakangan hari ini banyak hujatan yang dituiukan kepada Bank Indonesia,
sehubungan dengan krisis ekonomi dan perbankan yang kini terjadi, seyogyanya
tidak menafikan kenyataan bahwa efektifitas pelaksanaan kebijakan moneter dan
stabilitas sistem keuangan akan menjadi lebih mudah dicapai jika bank sentral
(Bank Indonesia) mengawasi lembaga perbankan.

Pada dasarnya dalam melakukan pembinaan (pengaturan) dan pengawasan
bank, pemegang otoritas perbankan mempunyai kewenangan, yaitu pertama,
kewenangan memberikan izin (power to license atau right to license); kedua,

kewenangan mengatur (power to regulate atau right to regulate); ketiga,
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kewenangan untuk mengawasi (power of control atau right to control); dan
keempat, kewenangan untuk meniatuhkan sanksi (power to impose sanction atai
right to impose sanction). ikeempat kewenangan ini telah diserahkan kepada Bank

. : 20
Indonesia selaku pemegang ctoritas perbankan.

Secara rinci kewenangan otoritas perbankan tersebut sebagai berikut.

1.  Kewenangan di Bidang Perizinan
Dengan kewenangan perizinan ini ditetapkan hal-hal yang berkaitan dengan
tata cara perizinan dan pendirian suatu bank. Lingkup kewenangan di
bidang perizinan ini mclilputi kewenangan memberikan dan mencabut izin
usaha bank; memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan
Kantor bank; memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan
bank, memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan
usaha tertenin.

2. Kewenargan Mengaiur
Dengan kewenangan mengatur ini ditetapkan ketentuan-ketentuan yang
berkaitan dengan aspek kelembagaan dan keusahaan perbankan yang
memuat prinsip kehati-hatian dalam rangka menciptakan sistem perbankan
yang prudent dan schat serta mampu memberikan layanan kepada
masyarakat dan disesuaikan puia dengan standar yang berlaku secara
internasional.

3.  Kewenangan Mengawasi Bank

2 1hid hlm 621



Dengan kewenangan mengawasi bank ini, maka berwenang untuk

melakukan pemeriksaan dan pemantauan terhadap keadaan dan keschatan
perbankan. Kewenangan untuk mengawasi bank ini dapat dilakukan melalui
pengawasan langsung (on-site supervision/on-site examination) dan
pengawasan tidak langsung (off-site supervision/on-site examination).

Pengawasan langsung dapat berupa pemeriksaan umam dan khusus, yang
bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan keuangan bank
dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang
berlaku serta uniuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik yang tidak
sehat yang membabayakan kelangsungan usaha bank, baik secara berkala
imaupun setiap waktu apabila diperlukan. Dari hasil pengawasan langsung
ini, dapat diambil tindakan-tindakan perbaikan yang diperlukan dalam
menvehatkan kelangsungan usaha bank yang diawasi. Pengawasan tidak
langsung, terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui alat pemantauan
tertentu, seperti melakukan penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank
secara berkala imengenai keadaan dan kesehatan bank, laporan hasil
pemeriksaan dan informasi lainnya. Dalam pelaksanaanya, apabila
diperlukan Bank indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank
termasuk pihak lain yang meliputi perusahaan induk, perusabaan anak,
pihak terkait, pihak terafiliasi dan debitur bank. Bank Indonesia dapat

menugasi pihak lain untuk dan atas nama Bank indoncsia melaksanakan

tugas pemeriksaan.

Kewenangan Menjatuhkan Sanksi
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Kewenangan menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan terhadap bank apabila suata bank kurang atau tidak memenuhi
ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi
sesuai dengan asas perbankan yang sehat.

Berkenaan dengan tugas mengatur dan mengawasi bank, Bank Indonesia

sebagai bank sentral mempunyai kewenangan untuk :

menetapkan  peraturan, termasuk menetapkan  ketentuan-ketentuan
perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian, yang pelaksanaannya
ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia;

memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha
tertentu dari bank;

meiaksanakan pengawasan bank, baik melalui pengawasan langsung
maupun pengawasan tidek langsung. Dalam kerangka pengawasan ini, Bank
Indenesia mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan dan
penjelasan serta melakukan pemeriksaan secara berkala maupun setiap

waktu;
menugasi pihak lain, misalnya Akuntan Publik untuk dan atas nama Bank

Indonesia melaksanakan pemeriksaan bank. yang dilakukan sendiri atau
bersama-sama dengan pemeriksa dari Bank [ndonesia. Pihak lain yang
melaksanakan pemeriksaan wajib nierahasiakan keterangan dan data yang
diperoleh dalam pemeriksaan;
memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh
kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian tindak pidana di
bidang perbankan dan unwk iiu Bank Indonesia wajib maengirim tim
pemeriksa untuk meneliti kebenaran atas dugaan tersebut. Apabila dari hasil
pemeriksaan tidak diperoleh bukti yang cukup, Bank indonesia pada hari itu
juga mencabut perintah penghentian transaksi tertentu tersebut. Transaksi
tertentu itu antara lain adalah transaksi daiam jumlah besar yang diduga
berasal dari kegiatan yang melanggar hukum;
mengatur dan mengembangkan sistem informasi antarbank yang dapat
diperluas dengan menyertakan lembaga lain di bidang keuangan.
Penyelenggaraan sistem informasi antarbank dapat dilakukan sendiri olch
Bank Indonesia dan/atau oleh pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia:
melakukan tindakan tertentu dalam kerangka mengatasi keadaan suatu bank
yang membahayakan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan dan/atau
membahayakan sistem perbankan atau kesulitan perbankan yang
membahayakan perekonomian nasional;
tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa
keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang-undang. Namun



sepanjang iembaga pengawasan ini belum dibentuk, maka tugas pengaturan
dan pengawasan bark dilaksanakan oleh Bank Indonesta;
9. mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan pengaturan perundang-
21

undangan.”’

B. Sistem Pendekatan Bank Indonesia Dalam Melaksanakan Pengawasan
Perbankan

Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini Bark Indonesia
melaksanakan sistemn pengawasannya dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu
pertama, pengawasan berdasarkan kepatuhan (comepliance based supervision),
dan kedua, pengawasan berdasarkan risiko (risk based supervision/RBS). Dengan
adanya pendekatan RBS tersebut, bukan berarti mengesampingkan pendekatan
berdasarkan kepatuhan, namun demikian upaya untuk menyempurnakan sistem
pengawasan, schingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan
perbankan. Secara bertahap, pendekatan pengawasan yang ditcrapkan oleh Bank
indonesia akan beralih menjadi sepenuhinya pengawasan berdasarkan risike.?’

Pendekatan pengawasan berdasarkan kepatuhan pada dasarnya
menekankan pemantauan kepatuhan bank untuk melaksanakan ketentuan-
ketentuan yang terkait dalam opcrasi dan pengelolaan bank. Pendekatan ini
mengacu pada kondisi bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa
bank telah beroperasi dan dikeiola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip
kehati-hatian.

Sementara itu pendekatan pengawasan berdasarkan risiko merupakan

pendekatan pengawasan yang berorientasi ke depan (forward looking). Dengan

! 1bid, him. 623-624
2 bid.



Risiko Hukum

n

Risiko hukum adaiah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek
yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan
hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau
kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhi syarat sahnya kontrak.

6. Risiko Reputasi
Risiko reputasi antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait
dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank.

7. Risiko Strategik

Risiko strategik antara lain disebabkan penetapar dan pelaksanaan stategi
bank yang tiduk tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepai atau
kurangnya responsifnya bank terhadap perubahan eksternal.
8. Risiko Kepatuhan
Risiko kepatuhan ini disebabkan bank tidak mematahui atau tidak
melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang
berlaku.
Penerapan juinlah risiko oleh bank disesuaikan dengan ukuran dan
kompleksitas dari masing-masing bank.
Dalam rangka pengendalian risiko yang ditimbulkan dari aktivitas kegiatan
usaha bank, setiap bank diwajibkan untuk menerapkan berbagai manajemen

risiko, di antaranya, yaitu :
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Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum sebagaimana diatur dalam

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/20C3 tentang Penerapan

Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;

Penerapan Manajemen Risiko pada Internet Banking sebagaimana diatur
dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/18/DPNP tanggal 20 April
2004 perihal Penetapan Manajemen Kisiko pada Aktivitas Pelayanan Jasa
Bank Melalui Internet (/nternet Banking);

Penerapan Manajemen Risiko pada Bancassaurance sebagaimana diatur
dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/43/DPNP tanggal 7 Oktober
2004 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan
Kcrjasama Peniasaran dengan Perusahaan Asuransi;

Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank indonesia Nomor 7/25/PBI1/2005
tenitang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank
Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor
8/9/PB1/2006, kemudian diganti dan diperbaharui dengan Peraturan Bank
Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 tentang Seriifikasi Manajemen Risiko bagi
Pengurus dan Pejabat Bank Umum,;

Penerapan Manajemen Kisiko pada Aktivitas Bank yang Berkaitan dengan
Reksadana sebagaimaan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor

7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada

Aktivitas Berkaitan dengan Reksadana;
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Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan
Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak sebagaimana diatur dalam
Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/6/PBI/2006 tentang Penerapan
Manajemen Risiko Secara Konsolidast;

Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh
Bank Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor
9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan
Teknologi Informasi oleh Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia
Nomor 9/30/DPNP tanggal 12 Desember 2007 perihal Penerapan Manajemen

Risiko dalam Penggunaan I'eknologi Informasi oleb Bank Umum.



BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan pada uraian-uraian terdahulu, maka dapat diambil kesimpuilan

dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Kewenangan pembinaan dan pengawasan Bank menurut Undang-
Undang Nomor 10 tahun 1998 adalah kewenangan dibidang perizinan,
kewenangan mengatur, kewenangan mengawasi bank, serta

kewenangan menjatuhkan sanksi.

2. Sistem Pendekatan Bank Indonesia dalam melaksanakan pengawasan
perbankan dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pengawasan

perdasarkan kepatuhan dan pengawsasan berdasarkan resiko

B. Saran

1.  Seyogya agar Bank Indonesia dapai melaksanakan tugasnya dengan baik
dan efektif diperlukan ketegasan dalam tujuan dan pembagian tugas yang
jelas dan tidak dicaimpuri oleh kepentingan pihak-pihak tertentu.

2. Dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat dan memelihara prinsip-
prinsip dan sistem perbankan yang sehat diperlukan kebijakan yang bersifat

strategis dalam rangka menghindari resiko yang timbul di bank
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